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ABSTRAK 

ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI KEGIATAN 

MUSRENBANGDESA DI DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI 

HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

OLEH: 

ZERNIANTI 

NIM.11970524789 

Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan singingi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini 

Bagaimana Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES di 

Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan 

Faktor Penghambat Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan 

MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan yakni Peraturan 

Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dan 

Pemberdayaan Masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data 

sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data 

dan menarik kesimpulan. Dalam mendapatkan informasi penelitian memanfaatkan 

dari beberapa informan yakni kepala desa 1 orang, pegawai kantor desa 1 orang, 

serta 5 orang masyarakat desa koto baru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa pembangunan di desa koto baru masih kurang memberikan ruang untuk 

masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbangDes, dengan diadakan kegiatan 

musrenbangDes masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam perencanaan 

pembangunan di desa Koto Baru dan hanya sebagian masyarakat saja yang ikut 

berpartisipasi, itupun yang ikut kebanyakan hanya perwakilan dari masyarakat 

saja dan masyarakat hanya menerima saja apa keputusan dalam kegiatan 

musrenbangDes tersebut. 

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Musrenbang, Masyarakat 
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PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI KEGIATAN  

MUSRENBANGDES DI DESA KOTO BARU KECAMATAN SINGINGI 

HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI” 

Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana wujud pernyataan tegas tentang hak daerah menetapkan kebijakan 

daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Walaupun dalam 

prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Namun 

undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pertama kali memberi 

penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014. Tujuannya untuk mendorong pemerintah daerah dalam 

melakukan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Warga 

Indonesia telah memulai proses transformasi mendasar bagi transformasi 

kehidupan ketatanegaraan yang mempengaruhi dimensi kehidupan masyarakat 

secara keseluruhan, meliputi dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, dan 

pembangunan bangsa itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

dan pelayanan publik tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi 

membutuhkan partisipasi segala aspek, baik internal birokrasi maupun sektor 

publik dan swasta. Cara berpikir seperti ini baru terwujud ketika pemerintah 

melakukan pendekatan kepada yang diperintah.  
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Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya pasal 78 

ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Sesuai dengan 

amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa 

ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi 

diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. 

Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan 

bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan 

kemasyarakatan. 

Fenomenan yang terjadi dalam pembangunan desa tersebut yaitu 

pentingnya percanaan pembangunan desa dengan pembangunan masyarakat akan 

mudah atau mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi salah 

satunya adalah pembangunan jalan, dengan adanya pembangunan jalan 

masyarakat akan cepat memenuhi kebutuhan dalam bekerja dan membantu 

masyarakat dalam kebutuhan ekonominya, dengan adanya pembangunan akan 
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mengentaskan masalah kemiskinan. Kemudian pemerintah harus berpatisipasi 

dalam proses perencanaan pembangunan tersebut karena pemerintah pusat sudah 

memberikan hak ataupun wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangga 

sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada pemerintah daerah dan 

masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan 

tersebut melalui musrembang desa, disitu masyarakat bisa menyampaikan atau 

memusyawarahkan apa saja perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan 

kedepannya dan masyarakat juga mengusulkan apa pembangunan yang patut 

dilaksanakan.  

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Singingi Hilir  

Kabupaten Kuantan Singingi telah mampu mencapai desa tiga (3) Mandiri, 

delapan (8) maju. masyarakat berdaya merupakan modalitas penting dalam 

menyantuni spirit UU Desa yang telah menempatkan desa sebagai subjek 

pembangunan. Dengan menjadi subjek pembangunan, desa akan menjadi entitas 

yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, 

kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri 

maupun di mata internasional,Adapun nama tiga desa Mandiri yakni desa Tanjung 

Pauh, Sungai Buluh dan Suka Maju. Sedangkan untuk delapan desa Maju antara 

lain desa  Koto Baru, Petai, Sungai Paku, Simpang Raya, Suka Damai, Sumber 

Maju, Bukit Raya, serta Beringin Jaya. Dan desa berkembang Muara Bahan, 

untuk di ketahui kecamatan Singingi Hilir tidak ada desa tertinggal. Program yang 

dilaksanakan untuk desa mandiri dan maju yaitu berupa bantuan ternak, 

perikanan, pertanian, akses jalan, dan pemberdayaan dana desa. 
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Ketika desentralisasi dan otonomi daerah terjadi, Sarundayang 

menjelaskan: Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang memperkenalkan konsepsi desentralisasi seharusnya membawa 

banyak keuntungan. Di sisi lain, daerah bebas dari tekanan dan campur tangan 

pemerintah pusat, sehingga inisiatif dan kreativitas daerah dapat berkembang. 

Dengan kata lain, daerah sedang mengalami proses pemberdayaan yang penting 

untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah dengan lebih baik. Pembangunan 

merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang, 

sehingga diperlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Ini berarti perencanaan 

dapat mencakup kapan, di mana dan bagaimana mengembangkan sehingga 

pertumbuhan ekonomi dan sosial terus berkesinambungan. 

Perencana pembangunan harus mampu memprediksi dampak 

pembangunan yang dilaksanakan dengan baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Dalam meningkatkan kualitas program pembangunan daerah , 

banyak aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan khususnya warga 

setempat. Salah satunya ialah harus dimungkinkan terciptanya suatu sistem yang 

mendorong pelaksanaan proses pembangunan daerah sejak awal, yaitu dengan 

proses perencanaan hingga evaluasi, dimana setiap orang terlibat dalam 

masyarakat dan berbeda dengan keterlibatan masyarakat. agar apa yang 

dibutuhkan dari setiap program pembangunan wilayah atau daerah dapat 

dilaksanakan. Berikut adalah Pembangunan di Desa Koto Baru Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 
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Tabel 1.1 

Rencana Kerja Pemerintah(RKP) Berdasarkan Alokasi Dana Desa di Desa 

Koto Baru  Tahun 2022 

No Jenis Pembangunan Jumlah Sumber Biaya 

1. Pembangunan dan refitalisasi 

pasar desa 

Rp. 250.000.000 ADD 

2. Box culver RP. 165.000.000 ADD 

3.  Seminisasi jalan Rp. 550.000.000 ADD 

4. Pengerasan jalan baru Rp. 101.000.000 ADD 

5. Pembangunan pagar balai 

adat 

Rp. 80.000.000 ADD 

6. pemeliharaan jalan desa Rp. 200.000.000 ADD 

 Jumlah: Rp. 1.346.000.000 ADD 

Sumber: Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Koto Baru tahun 

2022 

Pembangunan desa pada tahun 2022 tersebut adalah yang pertama yaitu 

pembangunan dan refitalisasi pasar desa yang proses pengerjaan nya berjalan 

selama 12 bulan atau satu tahun dengan biaya Rp. 250.000.000 biaya tersebut 

didapat dari alokasi dana desa atau ADD, kedua yaitu box culver yang proses 

pengerjaannya berjalan selama 12 bulan atau satu tahun dengan biaya Rp. 

165.000.000 biaya tersebut didapat dari alokasi dana desa atau ADD, ketiga yaitu 

seminisasi jalan yang proses pengerjaannya berjalan selama 12 bulan atau satu 

tahun dengan biaya Rp. 550.000.000 biaya tersebut didapat dari alokasi dana 

desan atau ADD, keempat yaitu pengerasan jalan baru dengan biaya Rp. 

101.000.000 dengan proses pengerjaan nya selama 12 bulan atau satu tahun,biaya 
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tersebut didapat dari alokasi dana desa atau ADD, kelima yaitu pembangunan 

pagar balai adat dengan proses pengerjaan nya berjalan selama 12 bulan atau satu 

tahun dengan biaya Rp.80.000.000 biaya tersebut didapat dari alokasi dana desa 

atau ADD, terakhir adalah pemeliharaan jalan desa yang proses pengerjaannya 

berjalan 12 bulan atau satu tahun dengan biaya Rp. 200.000.000 biaya tersebut 

didapat dari alokasi dana desa atau ADD. sedangkan anggaran Alokasi Dana Desa 

pada tahun 2022 berjumlah Rp.1.121.153.000 yang mana rancangan rencana 

pemerintah (RKP) desa koto baru telah ditetapkan pada tahun 2022. Kemudian 

adapun biaya pembangunan lainnya di dapat dari pendapatan desa tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Pendapatan ADD(Alokasi Danan Desa) Berdasarkan DD(Dana Desa)  Di 

Desa Koto Baru tahun 2018-2022 

No. Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 

1. Dana Desa (DD)  2022 Rp. 1.121.153.000 

2.  Dana Desa (DD)   2021 Rp. 1.121.153.000 

3.  Dana Desa (DD)   2020 Rp. 1.692.447.000 

4.  Dana Desa (DD)   2019 Rp. 1.427.102.668 

5.  Dana Desa (DD)  2018 Rp. 1.000.000.000 

Sumber: Laporan Pendapatan Dari Dana Desa  Tahun 2018-2022 Di Koto 

Baru  

 Pada tahun 2018 desa koto baru mendapatkan pendapatan Dana Desa 

(DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang 

berjumlah Rp. 1.000.000.000 , pada tahun 2019 desa koto baru mendapatkan 

pendapatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan 
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Belanja Negara) yang berjumlah Rp. 1.427.102.668 yang mengalami kenaikan 

pendapatan dari pada tahun sebelumnya, pada tahun 2020 desa koto baru 

mendapatkan pendapatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara) yang berjumlah Rp. 1.692.447.000 yang mengalami 

kenaikan pendapatan lagi dari pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019, 

pada tahun 2021 desa koto baru mendapatkan pendapatan Dana Desa (DD) yang 

bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berjumlah 

Rp. 1.121.153.000 yang mengalami turunnya pendapatan dari Dana Desa (DD) 

pada tahun sebelumnya yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara), kemudian pada tahun 2022 desa koto baru mendapatkan 

pendapatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara) yang berjumlah Rp. 1.121.153.000 yakni pendapatan pada tahun 

2022 ini sama banyak dengan tahun sebelumnya. 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) 

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran 

pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dapat terwujud secara adil dan berkeadilan. Pembangunan desa bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya menciptakan suasana 

yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Fenomena 

menarik dalam perencanaan pembangunan juga terjadi di Desa Koto Baru, 

Kecamatan Singingi Hiliri, Kabupaten Singingi, Kuantan Singingi. Khususnya 

pada bagian partisipasi masyarakat pemukiman. yang termasuk: 

Mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah ke atas yang dilaksanakan dari 
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tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga Musrenbang tidak mendorong masyarakat 

untuk menentukan tindakan prioritas, sementara penyusunan perencanaan 

pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran dan efektif membutuhkan 

keterlibatan masyarakat, misalnya Perencanaan pembangunan karena 

masyarakatlah yang mengetahui masalah dan kebutuhannya, sehingga keterlibatan 

masyarakat dapat mempertimbangkan kepentingannya dalam pembuatan rencana 

pembangunan.  

Tabel 1.3 

Sumber Penerimaan Keuangan Desa Koto Baru Tahun 2022 

No Keterangan  Jumlah  Persentase  

1.  ADD Rp.439.971.000 25% 

2.  Dana Hasil Kabupaten Rp.1.121.153.000 64% 

3.  Dana Bagi Hasil Provinsi Rp.85.000.000 5% 

4.  PADes Rp.117.000.000 6% 

 Total  Rp.1.763.124.000 100% 

Sumber: Kantor Desa Koto Baru Tahun 2022 

Ada kecenderungan usulan yang disampaikan dalam musrenbang desa 

merupakan rumusan desa dan sebagian kecil tokoh masyarakat, sehingga 

keterlibatan masyarakat sebenarnya masih jauh dari yang diharapkan. Kegiatan 

musrenbang desa yang dimaksudkan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat 

desa Koto Baru ternyata hanya kegiatan resmi yang melibatkan perangkat desa 

dan sekelompok kecil individu yang tidak mewakili seluruh masyarakat desa Koto 

Baru. Alhasil, dokumen perencanaan akhirnya disusun tanpa ada usulan dari 
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pemerintah kota, melainkan hanya berupa asumsi dan perkiraan perangkat desa. 

Asumsi tersebut antara lain adalah mengkaji tentang pembangunan yang akan 

dilakukan di desa Koto Baru tersebut. Adapun hasil pembangunan yang dilakukan  

di desa Koto adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.4 

Pembangunan Di Desa Koto Baru Tahun 2022 Yang Bersumber Dari 

Anggaran Dana Desa (DD) 

No. Hasil pembangunan Anggaran  

1. Pembangunan dan refitalisasi 

pasar desa 

Rp.250.000.000 

2. Box culver  Rp.165.000.000 

3. Seminisasi jalan Rp.550.000.000 

4. Pengerasa jalan baru Rp.101.000.000 

5. Pembangunan pagar balai adat 

desa 

Rp.80.000.000 

6. Pemeliharaan jalan desa Rp.200.000.000 

 Total  Rp.1.346.00.000 

Sumber: Hasil Pembangunan Di Desa Koto Baru Tahun 2022 

Hasil dari pembangunan di desa KotoBaru yang pertama yaitu 

pembangunan dan refitalisasi pasar desa dengan capaian target tahun 2022 100% 

dengan volume dan satuan satu paket dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan 

dengan biaya Rp. 250.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), 

kemudian adalah Box culver yaitu bangunan yang dipakai untuk membawa aliran 
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air melewati bawah jalan air, dengan capaian targer tahun 2022 100% dengan 

volume dan satuan 3 unit dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan 

biaya Rp. 165.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), kemudia n 

adalah pembangunan seminisasi jalan desa dengan capaian target tahun 2022 

100% dengan volume dan satuan satu paket dengan waktu pelaksanaan selama 12 

bulan dengan biaya Rp. 550.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), 

kemudian pembangunan pengerasan jalan baru dengan capaian target tahun 2022 

100% dengan volume dan satuan satu paket dengan waktu pelaksanaan selama 12 

bulan dengan biaya Rp. 101.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), 

kemudian pembangunan pagar balai adat dengan capaian target tahun 2022 100% 

dengan volume dan satuan satu unit dengan waktu pelaksanaan selama 12 bulan 

dengan biaya Rp. 80.000.000 yang sumber biayanya dari Dana Desa (DD), 

kemudian pembangunan yang terakhir adalah pemeliharaan jalan desa dengan 

capaian target tahun 2022 100% dengan volume dan satuan satu pakett dengan 

waktu pelaksanaan selama 12 bulan dengan biaya Rp. 200.000.000 yang sumber 

biayanya dari Dana Desa (DD), total keseluruhan pembangunan dari anggaran 

dana desa tahun 2022 berjumlah Rp. 1.346.00.000. 

Kemudian Proses perencanaan pembangunan juga tidak diawali dengan 

prakarsa awal untuk memperoleh informasi yang valid tentang permasalahan dan 

kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan tidak bisa hanya dilakukan di 

atas kertas tanpa melihat realita di lapangan. Pengetahuan profesional yang baik 

sebagai pengetahuan dasar merupakan ornamen penting yang harus ada dan 

dijadikan bahan dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan 
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pembangunan dapat diartikan sebagai proses perumusan pilihan atau keputusan 

berdasarkan data dan fakta yang digunakan sebagai bahan pelaksanaan berbagai 

kegiatan/aktivitas masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. 

Permasalahan atau fenomena lain adalah kurangnya perencanaan 

pembangunan desa di desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi, kurangnya partisipasi pemerintah desa terhadap perencanaan 

pembangunan desa, banyak nya jalan yang rusak dan tidak diperbaiki dan 

kurangnya pemahaman masyarakat dan kurang nya partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan desa. Hal ini menunjukan bahwa proses perencanaan 

pembangunan belum diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat. 

Sehingga pada waktu proses perencanaan tidak ada yang muncul dari masyarakat 

untuk ikut terlibat di dalamnya. Hal ini disebabkan karena belum ada 

pemberitahuan secara rinci dari pihak pemerintah desa mengenai bagaimana 

proses perencanaan pembangunan, Musrenbang desa dilakukan untuk kepentingan 

desa itu sendiri apa saja perencanaan pembangunan yang harus dilakukan dari 

dana desa atau anggaran dana desa dan apa-apa saja permasalahan tentang 

pembangunan desa saat ini. Sehingga dengan uraian masalah yang terjadi diatas 

khususnya dalam Perencanaan Pembangunan, maka penulis memfokuskan 

penelitian mengangkat masalah dengan judul “Analisis Perencanaan 

Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” Hal ini diangkat karena menyadari 

proses perencanaan yang mengedepankan partisipasi pemerintah desa dalam 

perencanaan pembangunan akan lebih bermanfaat karena pemerintah desa akan 
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mencintai pembangunan yang dilakukan nantinya, sehingga tepat sasaran dan 

tepat guna karena mengakomodir (menunjang) keseluruhan kepentingan 

masyarakatnya terutama pada pembangunan desa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

merumuskah masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan MusrenbangDES di 

Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi? 

2. Apa Faktor Penghambat Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan 

MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari uraian diatas yang dikemukakan dalam latar belakang masalah dan 

rumusan masalah di atas maka tujuan penulis adalah sebagai berikut. 

1. Untuk Mengetahui Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan 

MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 

Kuantan. 

2. Untuk Mengetahui Faktor yang mempengaruhi Perencanaan Pembangunan 

Melalui Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi 

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 
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1.4 Manfaat Peneltian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai tolak ukur untuk mengetahui Perencanaan Pembangunan Melalui 

Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Perencanaan Pembangunan Melalui 

Kegiatan MusrenbangDES di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisikan bab dalam laporan yang terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini membahas dan menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

secara sistematikan penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan 

dengan pembahasan yang akan penelitian lakukan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini dikemukakan metodologi penelitian yang meliputi 

lokasi dan waktu penelitian,jenis dan sumber data,teknik 

pengumpulan data,populasi dan sampel serta teknik analisis data. 
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BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam Bab ini di uraikan mengenai  gambaran umum dari lokasi 

yang menjadi tempat penelitian  dilakukan  berupa  profil  Desa  

hingga  struktur  organisasi  pemerintah Desa. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini penulis menjelaskan mengenai pembahasan hasil 

dari penelitian  yang telah dilakukan berupa data-data yang 

diperoleh. 

BAB VI :PENUTUP 

Dalam Bab ini penulis menyajikan kesimpulan-kesimpulan dari 

hasil penelitian serta saran-saran yang dapat peneliti berikan 

terhadap hasil dari penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Pembangunan 

Konsep pembangunan merupakan suatu konsep yang tidak bisa lepas dari 

kegiatan saat ini. Pembangunan tidak tergambar pada suatu fenomena perubahan 

secara umum. Pembangunan memiliki peran yang sangat penting dan harus 

dibangun secara bersama. Pembangunan umumnya bertujuan untuk 

mengembangkan nilai-nilai dan sikap bersama yang berkontribusi pada 

pembaruan, pembangunan, dan kelangsungan bangsa. Ini juga termasuk 

mengembangkan motivasi untuk semangat usaha yang produktif. Lebih penting 

lagi, prosesnya bisa dikembangkan pemahaman warga dengan pembinanaan dan 

keinginan dengan adanya semangat dari masyarakat itu sendiri. 

Pada dasarnya pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat 

berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain yang mendekati komposisi 

masyarakat yang diinginkan. Kemudian defenisi pembangunan menurut Rogers 

(Rochajat, dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem 

sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Adapun 

menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan suatu proses 

yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke 

masyarakat yang sudah maju. Menurut Rostow transformasi dari negara yang 

terbelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan 

atau tahap pembangunan yang dilalui oleh semua negara. Ciri-ciri pembangunan 

yang berpusat pada rakyat menurut Moeljarto Tjokrowinoto 



16 
 

 
 

1. Masyarakat tradisional. 

2. Masyarakat pra kondisi tinggal landas. 

3. Masyarakat tinggal landas. 

4. Masyarakat kematangan pertumbuhan. 

5. Masyarakat dengan konsumsi biaya tinggi. 

Untuk menjadi sebuah negara dengan tingkat pembangunan yang lebih 

tinggi, ada langkah-langkahnya, Moeljarto Tjokrowinoto merumuskan dekripsi 

mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat: 

1. Inisiatif dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara bertahap harus diatur untuk masyarakat itu sendiri. 

2. Fokus utama adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola 

dan memobilisasi sumber daya yang tersedia bagi masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

3. Pendekatan ini mentolerir variasi lokal dan karenanya fleksibel dan dapat 

disesuaikan dengan kondisi lokal 

4. Dalam pelaksanaan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses 

pembelajaran sosial dimana terjadi kerjasama antara birokrasi dengan 

masyarakat, mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi proyek 

berdasarkan pembelajaran bersama. 

5. Membangun jaringan (network) antara birokrasi dan LSM, satu-satunya 

organisasi tradisional yang independen, merupakan bagian integral dari 

pendekatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam 

mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber. menjaga keseimbangan 
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antara struktur vertikal dan horizontal, proses jejaring ini diharapkan dapat 

menciptakan simbiosis antar struktur pembangunan di tingkat lokal. 

Teori pembangunan menjadi semakin kompleks dalam perkembangannya, 

dan dinamika teori pembangunan terlepas dari disiplin ilmu apapun tidak terlepas 

dari pemahaman konsep pembangunan terbuka. Pengalaman selama ini 

menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan justru mengubah kondisi 

kehidupan masyarakat. Di beberapa masyarakat pembangunan telah mengarah 

pada kehidupan yang lebih baik dan bahkan ada beberapa yang bisa disebut 

berlebihan.   

2.1.1 Konsepsi Pembangunan Masyarakat 

Korten (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013: 51-52) 

mencatat bahwa konsep pembangunan yang berpusat pada manusia melihat 

inisiatif kreatif manusia menjadi sarana utama pembangunan dan kesejahteraan 

material dan spiritual mereka sebagai tujuan dari proses pembangunan. Selain itu, 

Korten memaparkan tiga isu dianggap penting dalam konsep desain yang berpusat 

dengan manusia, yaitu: 

1. Mendorong dan mendirikan usaha swadaya agar masyarakat miskin dapat 

memenuhi kebutuhannya sendiri. 

2. Kesadaran akan fakta bahwa, meskipun sektor modern mendorong 

pertumbuhan ekonomi tradisional, sektor tradisional menyediakan mata 

pencaharian sebagian besar rumah tangga miskin. 
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3. persyaratan lembaga-lembaga baru untuk meningkatkan kapasitas 

penerima manfaat untuk manajemen produktif, mandiri, dan berbasis 

sumber daya. 

Menurut Nasikun (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013: 

80) Dalam paradigma pembangunan baru, terdapat prinsip bahwa pembangunan 

harus dilaksanakan pertama-tama dengan memprakarsai dan mengedepankan 

kepentingan umum, dan masyarakat perlu diberi kesempatan untuk itu 

berpartisipasi dengan semua perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. proses, 

termasuk kepemilikan. dan pengendalian aset infrastruktur. Dengan kepastian 

bahwa keuntungan dan manfaat dari kegiatan mereka akan didistribusikan secara 

lebih adil kepada masyarakat. Bagian penting dari program pengembangan 

pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program yang dipimpin masyarakat, 

yang berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mendukung partisipasi 

masyarakat miskin, berasal dari daya lokal, mempertimbangkan efek lingkungan, 

tidak bersifat adiktif dan terus-menerus atau berkesinambungan.  

Menurut CEO Bangdes, community development  pada dasarnya terutama 

merupakan prosedur yang dinamis berkesinambungan dimana warga memenuhi 

keinginan dan harapannya untuk hidup lebih sukses dengan strategi yang 

mencegah mereka menangkap masyarakat desa dengan menjamin akses wilayah. 

Perkembangan. Program pengembangan masyarakat tidak terfokus pada birokrasi, 

tetapi pada masyarakat atau kelompok itu sendiri. Penguatan inisiatif lokal dan 

keterlibatan masyarakat adalah kata kunci dalam pembangunan masyarakat. 

Pembangunan merupakan rangkaian upaya untuk melaksanakan pertumbuhan dan 
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perubahan secara sistematis dan sadar dalam rangka pembangunan bangsa ke arah 

modernitas. 7 ide pokok pembangunan antara lain: 

1. Pengembangan adalah suatu proses. Artinya perkembangan adalah suatu 

rangkaian kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan terdiri dari 

tahapan-tahapan yang di satu sisi berdiri sendiri, tetapi di sisi lain 

merupakan “bagian” dari sesuatu yang tidak pernah berakhir. Banyak jalur 

yang dibutuhkan dalam fase ini, seperti Durasi, biaya atau hasil tertentu 

yang ingin dicapai. 

2. Pembangunan adalah usaha sadar yang ditentukan untuk dilaksanakan. 

3. Pembangunan direncanakan dalam jangka panjang, menengah dan pendek. 

4. Rencana pembangunan meliputi pertumbuhan dan perubahan. Tujuan 

pertumbuhan adalah untuk meningkatkan kemampuan bangsa untuk secara 

proaktif menanggapi dengan kebutuhan berbagai situasi dari musim ke 

musim. 

5. Modernitas adalah hasil pembangunan. Di sini, modernitas diartikan sebagai 

cara hidup baru yang lebih baik dari sebelumnya, pemikiran rasional, dan 

sistem budaya yang kuat namun adaptif. 

6. Menurut definisinya, modernitas bersifat multidimensi, dan dapat dicapai 

melalui berbagai prakarsa pembangunan. Artinya, modernitas meliputi 

seluruh aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. 

7. Semua hal tersebut di atas bertujuan untuk membangun suatu bangsa agar 

memiliki landasan yang lebih kuat dan eksistensi yang lebih baik, sehingga 
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mampu bersaing dengan bangsa lain karena dapat menciptakan situasi 

dimana ia berdiri dan duduk sejajar dengan bangsa lain. 

2.2 Pengertian Perencanaan  

Definisi perencanaan menurut Hamid Al-Jufri yang bukunya berjudul 

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yaitu sebagai berikut: “perencanaan 

merupakan  suatu proses susunan gambaran aktivitas dimasa depan dalam rangka 

untuk mencapai perubahan atau tujuan yang sudah ditetapkan”(2011:134). 

Pengertian  Perencanaan menurut Ulber Silalahi dalam buku yang berjudul Asas-

Asas Manajemen adalah sebagai berikut: “Perencanaan sebagai proses penentuan 

tujuan yang dapat dicapai dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut” (2011: 

148). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu 

proses penetapan tujuan untuk mencapai perubahan di masa depan dan strategi 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

2.3 Pengertian Pembangunan 

 Pembalngunaln merupalkaln halsil kebijalkaln daln progralm pemerinta lh yalng 

ditujukaln untuk mendukung tercalpalinya l kesejalhteralaln sosiall, tujualn sosiall 

ekonomi daln demogralfi politik melallui pembalngunaln malsyalralkalt yalng semalkin 

berkembalng. Nalmun, implementa lsi aldallalh metode ditujukaln untuk mencalpa li 

tujualn yalng telalh ditentukaln sebelumnya l. Sebalgali balgialn dalri pembalngunaln 

balngsa l, pembalngunaln merupalkaln investalsi altalu seralngkalialn kesepalkaltaln 

mengenali pertumbuha ln daln perubalhaln ya lng merupalkaln rencalnal daln tindalkaln 

ya lng disengaljal oleh balngsal, negalral, daln pemerintalh. Untuk menca lpali tujua ln 
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pembalngunaln nalsionall, negalral balgialn daln provinsi halrus memperhaltikaln 

pembalngunaln pedesalaln (S.P. Sia lgialn 2005). Pemba lngunaln yalng dilalkukaln halrus 

secalral saldalr disikalpi da ln direnca lnalkaln. Pembalngunaln aldallalh usa lhal sualtu balngsal, 

negalral, daln pemerintalh untuk mencalpali tujualn nalsionall melallui pertumbuha ln daln 

perubalhaln terencalnal menuju malsya lralkalt modern (S.P. Sialgialn: 2012). 

Sebalgalimalnal dalpalt dilihalt dalri definisi di a ltals, tidalk aldal balngsal yalng 

dalpalt mencalpali tujua ln nalsionallnya l talnpal melalkukaln berbalgali kegialtaln 

pembalngunaln. Selalin itu, ha ll ini menunjukka ln balhwal proses pemba lngunaln halrus 

terus berlalnjut kalrenal deraljalt keseja lhteralaln, kealdilaln, daln keseja lhteralaln malnusia l 

selallu bersifalt relaltif. Upa lyal negalral yalng terus menerus, terencalnal daln terprogra lm 

untuk membalngun malsyalralkalt yalng lebih balik dalpalt dia lrtikaln sebalgali 

pembalngunaln. Demi kelalngsunga ln hidup sa lalt ini daln ya lng alkaln daltalng, setialp 

individu (malsyalralkalt) daln nega lral (stalte) selallu berusalhal semalksimall mungkin 

untuk mencalpali pemba lngunaln. Mengeja lr kesejalhteralaln sosia ll aldallalh proses 

dinalmis yalng dikenall sebalgali pembalngunaln. proses pelalksalnalaln hall-hall yalng 

menunjalng pertumbuhaln kegialtaln ekonomi daln peningka ltaln talralf hidup 

malsya lralkalt. Pemba lngunaln merupalkaln sesua ltu yalng halrus diupa lya lkaln oleh setia lp 

balngsa l. 

Beberalpal alhli berpenda lpalt balhwal pembalngunaln aldallalh sua ltu proses 

perubalhaln yalng disengaljal daln terencalnal ke alralh ya lng lebih balik. Sua ltu straltegi 

untuk mencalpali tujualn ya lng telalh ditetalpkaln disebut implementa lsi. Peningkaltaln 

talralf hidup malsyalralkalt merupalkaln tujua ln utalmal dalri upalya l pembalngunaln 

pemerintalh. Untuk mencalpali tujualn tersebut, berbalgali lalngka lh dalri berbalga li 
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sektor malsih dikembalngkaln. Nalmun, Khususnya l di daleralh pedesa laln, tujualn daln 

nialt balik tersebut tida lk sepenuhnya l terwujud. Eksploitalsi yalng berlebihaln untuk 

mencalpali tujua ln pembalngunaln tertentu da ln pelalnggalraln talralf hidup malsya lralkalt 

pedesalaln jugal menyebalbkaln balnya lk kerusa lkaln lingkungaln. Dukunga ln, perhaltialn, 

daln berbalgali bentuk palrtisipalsi malsya lralkalt diperlukaln untuk keberha lsilaln 

pembalngunaln. Malsyalralkalt pedesa laln tidalk terkecualli dallalm hall ini. Pemba lnguna ln 

ya lng secalral lalngsung memberikaln kontribusi terha ldalp peningkaltaln kesejalhteralaln 

malsya lralkalt pedesalaln. (Lalut Wibalwal: 2009). Visi pembalnguna ln secalral umum 

aldallalh malsya lralkalt ya lng malju, malndiri, malkmur, berkealdilaln daln UUD 1945 

(Dwidjowito: 2001). 

2.4 Perencanaan Pembangunan 

Perencalnalaln dalpalt dialrtika ln sebalgali sualtu proses dimalnal kegialtaln disusun 

secalral sistemaltis untuk mencalpali tujualn ya lng telalh ditetalpkaln (Tjokroalmidjojo, 

1984), seperti hallnya l perencalnalaln pembalngunaln. Kemudialn, Tjokroalmidjojo 

(1984) mendefinisikaln perencalnalaln pembalngunaln sebalgali alralh ya lng 

menggunalkaln sumber dalyal pembalngunaln ya lng terbaltals (termalsuk sumber 

keualngaln) untuk mencalpali tujua ln yalng telalh ditetalpkaln secalral efektif daln efisien 

berdalsalrkaln kondisi sosiall ekonomi yalng lebih balik. Paldal dalsalrnya l perencalnala ln 

pembalngunaln mengalmbil pilihaln yalng balik jugal tersedialnyal sumber dalya l yalng 

memaldali. Dengaln demikia ln, perencalnalaln pembalngunaln juga l merupalkaln 

pemikiraln yalng maltalng daln tekald ya lng menyeluruh yalng dilalkukaln secalra l 

sistemaltis untuk mencalpali tujua ln tertentu paldal walktu tertentu di malsal depaln 

(Soekalrtalwi, 1990). 
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Dalri defenisi perencalnalaln pembalngunaln di altals, dalpalt disimpulka ln balhwa l 

perencalnalaln pembalngunaln aldallalh sualtu proses pemikiraln yalng mengalralh palda l 

sumber dalyal pembalngunaln secalral efektif daln efisien. Kemudialn, dicalri berbalgali 

pilihaln yalng dialnggalp sebalgali pilihaln yalng balik untuk mencalpali tujualn tertentu di 

malsal depaln. Pilihaln allternaltif terbalik halrus mencalpali tujualn yalng signifikaln 

dallalm hall kuallitals pembalngunaln malsal depaln. Pembangunan merupakan sebuah 

proses menuju tercapainya tujuan negara. Banyak faktor yang terlibat dalam 

pembangunan tersebut, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 

Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu 

proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah 

yang paling banyak berperan terutama dalam proses perencanaan. Perencanaan 

pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber 

pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuantujuan keadaan sosial 

ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih,2014:92). 

Widjojo Nitisastro (2014:92)  

Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun 

waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan 

senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan. Perencanaan 

merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan 

pembangunan dan penyelenggaraa pemerintah. Perencanaan diperlukan karena 

kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumberdaya yang tersedia. Dengan 

perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara 

efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan 
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sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam 

pembangunan. Perencanaan pembangunan mempengaruhi dan terpengaruh oleh 

beberapa banyak dan bagaimana bentuk intervensi dalam suatu perekonomian 

yang dianggap perlu untuk menjamin tersedianya barang dan jasa. Sebuah 

perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya dapat dibedakan 

atas perencanaan nasional, sektoral dan spasial. Dari segi tingkatan pemerintahan, 

perencanaan pembangunan dapat berupa perencanaan tingkat pusat dan tingkat 

daerah. Dilihat dari dimensi waktu, perencanaan pembangunan terdiri dari 

perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Suatu perencanaan 

dilihat dari segi proses dan mekanismenya dapat bersifat top down atau bottom up 

planning, dan dapat merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut. 

Perencanaan pembangunan adalah melakukan persipan terlebih dahulu 

sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah 

ditentukan(Listyaningsih,2014:93). Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 

tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan 

efisie, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia 

mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut 

adalah sebagi berikut: 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan 2. 

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerh, waktu dan 

fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah 3. Menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan 4. 

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 5. 

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil 
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Dari defenisi-defenisi diatas penulis menyimpulkan bahwa perencanaan 

pembangunan adalah suatu proses yang dipilih dan dilakukan secara sadar untuk 

melakukan berbagai kegiatan pembangunan guna untuk meningkatkan 

kesejahteraan suatu pembangunan. 

2.4.1 Tahap Perencanaan Pembangunan 

1. Tahap Penyusunan Rencana 

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan 

rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan 

perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat Nasional dan BAPPEDA untuk tingkat 

Daerah. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

Perencanaan Partisipatif,  maka sebelum naskah rancana disusun, terlebih dahulu 

perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi misi 

serta arah pembangunan.Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat 

tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat mulai menyusun rencana 

awal (rancangan) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. 

Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (MUSRENBANG) untuk menerima tanggapan baik dari pihak 

yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat, 

alim ulama, cerdik pandai, dan para tokoh Lembaga Sosial Masyarakat setempat. 

2. Tahap Penetapan Rencana 

Sesuai ketentuan berlaku, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) perlu 

mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan Rencana Pembangunan 

https://www.pengadaan.web.id/2019/11/bappeda-adalah.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/11/musyawarah-perencanaan-pembangunan-musrenbang.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/11/musyawarah-perencanaan-pembangunan-musrenbang.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/01/rpjmn.html
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Jangka Menengah (RPJM) dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala 

daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan 

proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. 

3. Tahap pengendalian Pelaksanaan rencana 

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, 

maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD 

terkait. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih 

tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan 

rencana bersama SKPD bersangkutan. 

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana 

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih 

mempunyai tanggungjawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja 

dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah 

untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai 

dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Perencalnalaln pembalngunaln melibaltkaln sejumlalh lalngkalh untuk 

mendalpaltkaln halsil terbalik. Sedalngkaln menurut Tjokroalmidjojo (1984), talhalpaln 

proses perencalnalaln aldallalh:  

a. Perencalnalaln 

Pembualtaln perencalnal terdiri dalri balgialn-balgialn berikut: 

1. Tinjalualn situalsi. Balik berupal aludit sebelum dimulalinya l perencalnal (pre-

stalrt aludit) altalu sebalgali aludit altals pelalksalnalaln rencalnal sebelumnya l (aludit 

https://www.pengadaan.web.id/2019/01/rpjmn.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/11/skpd-adalah.html
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kinerjal). Kegialtaln ini bertujualn untuk mengimplementalsikaln daln 

mengidentifikalsi permalsallalhaln utalmal yalng dihaldalpi, kemaljua ln, kendallal yalng 

malsih aldal, sertal pelualng daln perspektif jugal dalpalt balngun. 

2. Perkiralaln kondisi malsal depaln jugal alkaln diallalmi oleh perenca lnalaln. Dalta l 

staltistik, berbalgali halsil penelitialn daln teknik ekstralpolalsi diperlukaln. 

Mekalnisme informalsi untuk menentukaln tren malsal depaln. 

3. Menentukaln tujualn dalri perencalnal salsalraln (goalls) daln memilih calral-calra l 

untuk mencalpali tujualn dalri rencalnal tersebut. Nilali-nilali politik daln sosia ll 

seringkalli memalinkaln balgialn penting dallalm membalngun daln menca lpali tujua ln 

ya lng sukses. 

4. Talhalp Persetujualn Rencalnal. Sualtu Proses pengalmbilaln keputusa ln yalng 

memiliki lalpisaln keputusa ln teknis yalng kemudialn bermualral paldal proses politik. 

2.5 Pengertian MusrenbangDes 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Didalam Undang-undang 

No. 25 Tahun 2004 dikatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang 

dilaksanakan dimulai dari tingkat desa/kelurahan, dan diakhiri pada musrenbang 

tingkat Provinsi. Seperti yang dikemukakan oleh Indra Bastian (2009:34) 

Musrenbang yang harus dilalui dalam perencanaan dan penganggaran daerah 

adalah Musrenbang tingkat desa/kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan, 

Musrenbang forum SKPD, Muserenbang tingkat kabupaten/kota, dan Musrenbang 

tingkat provinsi. Musrenbang Desa sebagaimana yang dijelaskan dalam 
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Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050- 187/Kep/Bangda/2007 yaitu 

musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan 

(pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya 

dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati 

rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya. Penyelenggaraan Musrenbang 

Desa merupakan salah satu tugas pemerintah desa untuk menyelenggarakan 

urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Keterlibatan seluruh 

komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) memiliki peran 

penting untuk menggerakan roda pembangunan. Musrenbang yang memiliki 

konsep yaitu perencanaanpenganggaran partisipatif (participatory planning and 

budgeting) akan berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaan nya mengikuti 

prinsip Musrenbang yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No.050-187/Kep/Bangda/2007. Prinsip-prinsip tersebut adalah: prinsip 

kesetaraan, prinsip musyawarah, prinsip keberpihakan, prinsip anti-dominasi, 

prinsip anti diskriminasi, prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrenbang 

desa/kelurahan bermaksud untuk melaksanakan perencanaan partisipatif di tingkat 

Desa/Kelurahan yang melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga 

kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa/kelurahan dan pemerintah lainnya 

yang ada di desa/kelurahan. Sedangkan tujuannya adalah :  

1) Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan 

masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di 

bawahnya (Musyawarah Dusun/Lingkungan)  
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2) Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui 

Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD) dan Dana Desa (DD)  

3) Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada 

Forum Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. 

2.5.1 Pelaksanaan Musrenbang 

Desa/Kelurahan dengan tahapan sebagai berikut:  

1) Tahapan Persiapan  

a. Menyiapakan infrstruktur pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan secara 

online yang terdiri dari infocus, laptop dan slide proyektor, jaringan 

internet, printer dan scanner.  

b. Memastikan bahwa jaringan internet di lokasi tersedia selanjutnya 

melakukan login aplikasi Musrenbang Desa/Kelurahan untuk melihat 

bentuk administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Musrenbang 

Desa/Kelurahan (Berita 3 Acara, Format daftar hadir dan Rekapitulasi 

Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan) . 

c. Pembentukan Tim Penyelenggaraan Musrenbang Desa dan Kelurahan 

yang terdiri dari 3-5 orang ditetapkan melalui SK Ka Desa /Kelurahan. 

d. Menyusun Jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbangdesa/kelurahan 

serta menginformasikan kepada masyarakat luas dan pemangku 

kepentingan  
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2) Tahapan Pelaksanaan Pada hari yang telah ditentukan sesuai dengan 

undangan yang telah disebarkan, musrenbangdesa dilaksanakan dengan 

proses pelaksanaan sebagai berikut: 

a. Mengunduh Daftar Hadir dari Aplikasi (Pendaftaran peserta). 

b. Penjelasan teknis pelaksanaan musyawarah , pembacaan agenda dan 

tata tertib acara  

c. Pemaparan- pemaparan dari Ka Desa tentang evaluasi pelaksanaan 

RKPD Desa tahun sebelumnya  

d. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan yaitu 

perumusan prioritas masalah dan prioritas usulan kegiatan dan 

menyepakati nama-nama peserta musyawarah sebagai legegasi 

desa/kelurahan sebayak 3 orang  

e. Pembacaan berita acara musrenbang desa/kelurahan dan 

penandatanganan oleh yang mewakili peserta yang menjadi delegasi 

desa/kelurahan. 

3) Tahap Pasca Pelaksanaan Setelah selesai musrenbang 

desa/kelurahan,Tim Penyelenggara Musrenbang desa/kelurahan 

menyusun laporan. Adapun format laporan dan bentuk administrasi 

yang harus dilaporkan seperti pada contoh di lampiran berikutnya. 

Selanjunya hasil laporan tersebut di input ke dalam aplikasi 

Musrenbang desa/kelurahan. 

2.5.2 Keluaran MusrenbangDES 
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Keluaran yang dihasilkan Musrenbang Desa adalah dokumen rencana 

kerja desa yang berisikan :  

a. Prioritas kegiatan pembangunan skala desa yang akan didanai oleh dana 

alokasi desa dan atau swadaya;  

b. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD 

yang dilengkapi dengan kode desa dan kecamatan dan masih akan dibahas 

pada forum Musrenbang Kecamatan; dan  

c. Berita acara Musrenbang Desa Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) merupakan juga forum antar pelaku dalam rangka 

menyusun rencana pembangunan daerah dalam bentuk Rancangan 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan Rancangan 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D). Kepala satuan kerja 

perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan 

fungsi perencanaan di daerah adalah Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 

2.6 Pengertian Desa 

Menurut Yalyuk & Malngku (2003), kaltal desal beralsall dalri balhalsal India l 

Swaldeshi yalng beralrti sualtu daleralh alsall, daleralh pemukimaln, negeri alsall altalu 

talnalh kalruhun yalng didalsalrkaln paldal sualtu kesaltualn hidup denga ln sualtu kesaltua ln 

stalndalr daln pembalgialn yalng nya ltal. Dallalm kehidupaln sehalri-halri, ungkalpaln ini 

sering dipaldukaln dengaln pengertialn “negeri daln desal” daln disa lmalkaln dengaln 

ungkalpaln city altalu city (kotal) altalu kaltal kalupunki (kotal). Kedual konsep di altals 
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lebih menitikberaltkaln paldal individuallitals walrgal negalral, sedalngkaln desal daln kota l 

mengalcu paldal sualtu wilalya lh aldministra ltif altalu saltualn teritoriall, sedalngkaln 

pedesalaln mengalcu paldal gugusa ln desal. 

Menurut Lalndis (Dallalm Falirus A ldiral, 2020), konsep “desa l” dalpalt dibalgi 

menjaldi tigal balgialn, ya litu: 

1. A lspek alnallisis staltistik yalng mendefinisikaln desal aldallalh zonal dengaln 

jumlalh penduduk <; 2.500 oralng 

2. spek penelitialn psikologi sosiall yalng mendefinisikaln desal sebalgali tempalt 

walrgalnyal informall daln memiliki ikaltaln yalng eralt, daln  

3. penelitialn alspek ekonomi ya lng mendefinisikaln desal sebalgali lingkunga ln 

tempalt bergalntung penduduk tentalng sektor pertalnialn. 

” Menurut Kusnaled (2006), “Desal aldallalh sekumpulaln oralng ya lng hidup daln 

tumbuh bersalmal dallalm sualtu wilalyalh yalng mempunyali pengurus yalng dipimpin 

oleh seoralng kepallal desal yalng dipilih daln dilalntik olehnyal sertal mempunya li 

talnggung jalwalb altals dirinyal sendiri. -penentualn. peralturaln.” 

2.7 Pengertian Otonomi Daerah 

Otonomi aldallalh aldallalh kewenalngaln pemerinta lh daleralh untuk menga ltur 

daln menjallalnkaln rumalh talnggal itu sendiri. Otonomi da leralh aldallalh otonomi ya lng 

diberikaln kepaldal pemerintalh daleralh oleh pemerintalh pusalt (Ga lrnal: 2000). 

Perallihaln dalri sistem desentra llisalsi ke sistem terpusa lt yalng dikenall dengaln 

pemerintalhaln daleralh otonom disebut otonomi. Kewena lngaln sua ltu da leralh otonom 

untuk mengaltur daln mengurus kepentinga ln malsyalralkalt setempa lt altals pralkalrsa l 
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sendiri sesuali dengaln peralturaln perundalng-undalngaln dikenall dengaln otonomi 

daleralh (Halw Widjaljal:2005). 

Sehubungaln dengaln peningkaltaln efektifitals daln efisiensi dalla lm 

penyelenggalralaln otonomi daleralh, malkal penyelenggalralaln pemerintalhaln daleralh 

halrus memperhaltikaln hubungaln alntalral struktur pemerinta lhaln dengaln 

pemerintalhaln daleralh, potensi daleralh daln keralgalmaln. Dilihalt dalri hubungaln 

kekualsalaln, perhaltialn diberikaln paldal ciri-ciri khusus di NKRI. Pema lnfalaltaln 

sumber dalyal allalm, pelalyalnaln publik, daln sumber dalyal lalinnyal dikelolal secalral aldil 

daln seralsi. Memalnfalaltkaln kemaljualn ilmu pengetalhualn daln teknologi, persa linga ln 

globall menghaldirkaln pelualng daln talntalngaln.Untuk memenuhi tugals tersebut, 

daleralh diberikaln kekualsalaln daln halk sertal kewaljibaln yalng seluals-lualsnyal untuk 

melalksalnalkaln otonomi daleralh dallalm saltualn penyelenggalralaln pemerintalhaln 

negalral. 

Otonomi daleralh aldallalh kekualsalaln untuk mengaltur daln mengurus halk daln 

kewaljibaln daleralh otonom, urusaln pemerintalhaln sendiri daln kepentingaln 

malsya lralkalt setempalt menurut peralturaln perundalng-undalngaln. Kedalulaltaln sejalti 

aldallalh kelelualsalaln daleralh untuk menjallalnkaln kekualsalaln negalral di daleralh tertentu 

ya lng benalr-benalr aldal daln dibutuhkaln sertal tumbuh, hidup daln berkembalng di 

daleralh. Otonomi bertalnggung jalwalb mengalcu paldal persepsi talnggung jalwalb yalng 

merupalkaln halsil pelimpalhaln halk daln wewenalng kepaldal daleralh sebalgali tugals daln 

talnggung jalwalb ya lng halrus dilalkukaln daleralh untuk mencalpali tujualn tralnsfer 

otonomi dallalm hall peningkaltaln pelalyalnaln. daln meningkaltkaln kesejalhterala ln 

umum, memelihalral hubungaln ya lng seralsi alntalral pusalt dengaln daleralh daln dalera lh 



34 
 

 
 

dallalm ralngkal menjalgal keutuhaln NKRI (Negalral Kesaltualn Republik Indonesia l) 

daln mewujudkaln kehidupaln yalng berda lsalrkaln demokralsi, pemeraltalaln, daln 

kealdilaln. 

Dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang 

dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom 

sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk 

berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi 

dilaksanakan secara meluas di tingkat provinsi dan secara 8 9 terbatas di tingkat 

kabupaten/kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan 

pemerintah pusat. Model ini oleh B.C.Smith (1985) dinamakan sebagai “Fused 

Model”. Daerah kabupaten/kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk 

berdasarkan asas desentralisasi, dan menurut Smith model ini dinamakan “Split 

Model” (Smith:1985). Pengertialn Otonomi Da leralh Menurut Pa lral A lhli adalah 

sebagai berikut: 

1. F. Sugeng Istialnto menga ltalkaln balhwal : Ha lk daln wewenalng untuk 

mengaltur daln mengurus ruma lh talnggal daleralh dikenall denga ln otonomi 

daleralh. 

2. Sebalgalimalnal ditunjukkaln oleh Ka lnsil: Ha lk, wewenalng, daln talnggung 

jalwalb daleralh untuk mengaltur daln mengurus da leralhnyal sendiri sesua li 

dengaln peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku disebut denga ln 

otonomi daleralh. 

3. Menurut Widjaljal: Otonomi Da leralh merupalkaln sa llalh sa ltu bentuk 

desentrallisalsi pemerinta lhaln yalng paldal dalsalrnya l ditujukaln untuk 
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memenuhi kepentinga ln balngsal daln negalral secalral menyeluruh dengaln 

upalya l yalng lebih ba lik dallalm mendekaltkaln berba lgali tujua ln 

penyelenggalralaln pemerinta lhaln algalr terwujudnya l cital-cital malsyalralka lt 

ya lng aldil daln malkmur.  

4. Vincent Lemieux mengkla lim: Kebebalsaln daln kewenalngaln untuk 

mengalmbil keputusa ln politik daln aldministraltif sesua li dengaln peraltura ln 

perundalng-undalngaln merupalkaln otonomi daleralh. 

Dalsalr Hukum Pelalksalnalaln Otonomi Da leralh:  

1. UUD talhun 1945 almalndemen ke-2 yalng terdiri dalri: Pa lsall 18 A lyalt 1 - 7, 

Palsall 18A l alyalt 1 daln 2 daln Palsall 18B alyalt 1 daln 2.  

2. Ketetalpaln MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tenta lng Penyelengga lralaln Otonomi 

Daleralh.  

3. Ketetalpaln MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengena li Rekomenda lsi Kebija lkaln 

dallalm Penyelenggalralaln Otonomi Da leralh.  

4. UU No. 32 Talhun 2004 mengenali Pemerintalhaln Daleralh. 

5. UU No. 33 Talhun 2004 tenta lng Perimbalngaln Keualngaln alntalral Pemerintalh 

Daleralh daln Pusalt. 

Keberadaan suatu negara atau pemerintah, tingkat pertama harus dilihat dari 

kehadiran seperangkat dasar hukum atau aturan hukum yang berlaku secara sah 

dan pada keberadaan suatu pemerintah. Adapun dasar hukum Pemerintah Daerah 

di Indonesia adalahs ebagai berikut :  

a. Pasal 18 dan UUD1945 (PascaAmandemen)  
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(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, 

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

undang-undang.  

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan.  

b. TAP MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 Tentang penyelenggaraan Otonomi 

Daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang 

berkeadilan, serta pertimbagnan Keuangan {usat dan Daerah dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

c. Undang-Undang Ada 7 (tujuh) Undang-undang tentang Otonomi Daerah dan 

satu penetapan Presiden yang pernah ditetapkan, yaitu :  

a. Undang-undang Nomor I Tahun 1945  

b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 (berlaku bagi Indonesia Barat) c. Staat 

Blad Nomor 22 Tahun 1950 (berlaku bagi Indonesia Timur)  

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 (bersifat terlampau demokratis) e. 

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1957 (disempurnakan)  

f. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah  

g. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 

Daerah.  

h. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritnahan Daerah. Dalam 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai peraturan perundang-undangan 
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yang telah berlaku efektif sejak 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan di 

daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.. 

2.8 Pandangan Islam  

Q.S Ibrahim ayat 32 

مَاءِ مَاءً فأَخَْزَجَ بهِِ مِهَ الثَّمَزَاتِ رِسْقاً لَ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَأوَْشَلَ مِهَ السَّ ُ الَّذِي خَلقََ السَّ كُُمْ   اللَّ

زَ لكَُُمُ الْفلُْكَ لِتجَْزِيَ فًِ الْبحَْزِ  زَ لكَُُمُ الْْوَْهَارَ وَسَخَّ بِأمَْزِهِ   وَسَخَّ  

A lrtinya l : A lllalh lalh yalng telalh menciptalkaln lalngit da ln bumi da ln 

menurunkaln alir hujaln dalri lalngit, kemudialn Dial mengelualrkaln dengaln alir huja ln 

itu berbalgali bualh-bualhaln menjaldi rezki untukmu, daln Dial telalh menundukkaln 

balhteral balgimu supa lya l balhteral itu, berlalya lr di lalutaln dengaln kehenda lk-Nyal, daln 

Dial telalh menundukkaln (pulal) balgimu sungali-sungali. 

A lllalh telalh menyedia lkaln semual yalng dibutuhkaln ma lnusial sehingga l 

sebalgali khallifalh, malnusial bertugals mengelolal alpal yalng telalh Alllalh sedialkaln di 

mukal bumi. Semual yalng hallall dalpalt menjaldi halk milik malnusial ya lng dalpalt 

digunalkaln untuk menyeja lhteralkaln hidup mereka l. Da ln dallalm menggunalkaln halk 

milik tersebut tentu tida lk boleh bertenta lngaln dengaln syalri‟alt Islalm. Wahai 

manusia, perhatikan dan renungkanlah bahwa Allah-lah yang telah menciptakan 

langit dan bumi dari ketiadaan dan tanpa model yang mendahuluinya. Dan Dia 

pula yang telah menurunkan air hujan dari awan di langit, kemudian dengan air 

hujan itu Dia menghijaukan bumi yang semula mati dengan tumbuh-tumbuhan 

yang mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki dan penopang hidup 

untukmu. Dan Dia pula yang telah menundukkan kapal bagimu agar engkau dapat 
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dengan mudah berlayar di lautan dengan kehendak-Nya demi memenuhi 

kebutuhan hidupmu. Dan Dia juga yang telah menundukkan sungai-sungai 

bagimu agar kamu dan hewan-hewan ternakmu dapat minum darinya serta bisa 

kamu manfaatkan untuk keperluan lainnya. 

Q.S Al-Ahzab Ayat 27 

زَهُمْ وَ  ُ عَلىََٰ كُلِّ شَىْءٍ قذٌَِزًاوَأوَْرَثكَُُمْ أرَْضَهُمْ وَدٌََِٰ لهَُمْ وَأرَْضًا لَّمْ تطََ ـىُهَا ۚ وَكَانَ ٱللََّّ أمَْىََٰ  

A lrtinya l: Da ln Dial mewa lriskaln kepaldal kalmu talnalh-talnalh, rumalh-ruma lh 

daln halrtal bendal merekal, daln (begitu pulal) talnalh yalng belum ka lmu injalk. Da ln 

aldallalh A lllalh Malhal Kualsal terhaldalp segallal sesualtu. 

Berkat pertolongan Allah pada Perang Khandak itu Dia mewariskan kepadamu 

tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang 

belum kamu injak, yaitu tanah-tanah baru yang akan dimasuki oleh tentara 

mukmin. Dan Allah Mahakuasa terhadap segala sesuatu. Ayat ini menerangkan 

bahwa harta benda Bani Quraidhah yang dijatuhi hukuman mati itu telah 

diberikan Allah kepada kaum Muslimin, termasuk segala kebun, rumah, dan 

binatang ternak yang mereka miliki. Bahkan dalam ayat ini, Allah menjanjikan 

kepada kaum Muslimin bahwa Dia akan mewariskan tanah-tanah yang lain, yang 

waktu itu belum dimasuki oleh tentara Islam, tetapi pasti akan mereka masuki dan 

mereka taklukkan. Pada akhir ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dia berkuasa 

memberikan semuanya kepada kaum Muslimin untuk menolong mereka dalam 

melaksanakan agama-Nya dan untuk memperluas Islam itu sendiri. Hal itu adalah 

ketentuan yang pasti terlaksana. 
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Q.S Al-Baqarah:11-12  

هُمْ هُم الْمُفْسِدُونَ   مَا نَحْنُ مُصْلحُِون ، ألَا إنَِّ وَإذَِا قيِلَ لهَُمْ لَا تُفْسِدُوا فيِ الأرْضِ قَالوُا إنَِّ

 وَلكَِنْ لَا يَشْعُرُونَ 

Artinya: “Dan bila dikatakan kepada mereka: „Janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi‟. Mereka menjawab: „Sesungguhnya kami orang-orang 

yang mengadakan perbaikan‟. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang 

yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.” (QS.2: 11-12) 

Dalam tafsirnya, as-Suddi menceritakan, dari Abu Malik dan dari Abu 

Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah ath-Thabib al-Hamdani, dari Ibnu Masud, 

dari beberapa sahabat Nabi , mengenai firman Allah: wa idzaa qiila laHum laa 

tufsiduu fil ardli qaaluu innamaa nahnu mush-lihuun (“Dan bila dikatakan kepada 

mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi “. Mereka 

menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”) ia 

mengatakan: “Mereka itu adalah orang-orang munafik. Sedangkan kerusakan 

yang dimaksud adalah kekufuran dan kemaksiatan.” 

Mengenai firman-Nya, wa idzaa qiila laHum laa tufsiduu fil ardli; dan jika 

dikatakan kepada mereka: „Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi,”) 

Abu Ja‟far menceritakan, dari ar-Rabi‟ bin Anas, dari Abu al-„Aliyah, ia 

mengatakan: “Artinya, janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi ini. 

Kerusakan yang mereka buat itu berupa kemaksiatan kepada Allah, karena 

barangsiapa yang berbuat maksiat kepada Allah atau memerintahkan orang lain 

untuk bermaksiat kepada-Nya, maka ia telah berbuat kerusakan di bumi, karena 
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kemaslahatan langit dan bumi ini terletak pada ketaatan.” 

Hal senada juga dikatakan oleh ar-Rabi‟ bin Anas, Qatadah, dan Ibnu Juraij, dari 

Mujahid, mengenai firman-Nya, wa idzaa qiila laHum laa tufsiduu fil ardli (“dan 

jika dikatakan kepada mereka, „Janganlah kalian membuat kerusakan di muka 

bumi,”) ia mengatakan: Mereka sedang berbuat maksiat kepada Allah, lalu 

dikatakan kepada mereka, “Janganlah kalian melakukan ini dan itu.” Maka 

mereka pun menjawab, “Sesungguhnya kami berada pada jalan hidayah dan kami 

pun sebagai orang yang mengadakan perbaikan.” Ibnu Jarir mengatakan, dengan 

demikian, orang-orang munafik itu memang pelaku kerusakan di muka bumi ini, 

dengan bermaksiat kepada Allah melanggar larangan-Nya serta mengabaikan 

kewajiban yang dilimpahkan kepadanya. Mereka ragu terhadap agama Allah di 

mana seseorang tidak diterima amalnya kecuali dengan membenarkannya dan 

meyakini hakikatnya. Mereka juga mendustai orang-orang mukmin melalui 

pengakuan kosong mereka, padahal keyakinan mereka dipenuhi oleh 

kebimbangan dan keraguan. Serta dukungan dan bantuan mereka terhadap orang-

orang yang mendustakan Allah, kitab-kitab, dan rasul-rasul-Nya atas para wali 

Allah jika mereka mendapatkan jalan untuk itu. 

2.9 Perbandingan Dan Penelitian Terdahulu 

 Penelitialn terdalhulu ini merupalkaln sallalh saltu alcualn penulis selalma l 

melalkukaln penelitialn algalr penulis dalpalt mengulalng kemballi teori yalng digunalkaln 

dallalm mengevallualsi penelitia ln yalng dilalkukaln. Penelitialn sebelumnya l yalng 

menjaldi alcualn dallalm penelitialn ini aldallalh referensi sebalgali berikut: 
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Tabel 2.1 

Perbandingan Dan Penelitian Terdahulu 

No Sumber  Halsil  Perbedalaln  

1 Perencalnalal 

Pembalngunaln Desal 

Di Desal Balgaln Limalu 

Kecalmaltaln Ukui 

Kalbupalten Pelallalwaln  

Keterlibaltaln Malsyalralkalt dallalm 

pelalksa lnalaln Musyalwalralh 

Perencalnalaln Pembalngunaln Desal di 

Desal Balgaln Limalu  

al) Proses pengalmbilaln keputusaln 

diketalhui balhwal cukup dengaln 

perolehaln nilali cukup  

b) Menetukaln kebutuhaln diketalhui 

balhwal cukup dengaln perolehaln nilali 

cukup  

c) Menetukaln tujualn daln prioritals 

diketalhui balhwal cukup dengaln 

perolehaln nilali cukup  

Penelitialn terdalhulu 

malsallalhnyal aldallalh 

keterbaltalsaln daln pemalhalmaln 

malsya lralkalt dallalm melalkukaln 

perencalnalaln desal di desal 

balgaln limalu kecalmaltaln ukui 

kalbupalten pelalwaln. Sedalngkaln 

malsallalh yalng dibalhals oleh 

peneliti aldallalh kuralngnyal 

palrtisipalsi malsyalralkalt dallalm 

membalntu pemerintalh desal 

dallalm melalkukaln pembalgunaln 

desal di desal koto balru 

kecalmaltaln singingi hilir 

kalbupalten kualntaln singingi. 

Jurnall UIR, Jurna ll 

Vallutal Vol 2 No 2, 

Oktober 2016, 251-

267 

2 Pembalngunaln Desal 

Malndiri Melallui 

Palrtipalsi Malsyalralkalt 

Di Kecalmaltaln 

Palttalllalssalng 

Kalbupalten Gowal 

Pembalngunaln Desal Malndiri altalu 

tidalknyal sualtu desal di kecalmaltaln 

palttalllalssalng dalpalt dilihalt dalri 

tingkalt palrtisipalsi malsyalralkaltnyal 

Semalkin malndiri sualtu desal malkal 

semalkin 

sedikit pekerja laln pemerintalh. 

Palrtisipalsi 

malsya lralkalt dallalm membalngun desal 

malndiri di 

Kecalmaltaln Pa lttalllalssalng Kalbupalten 

Gowal 

dinilali belum optimall, dalri alspek 

(1) Palrtisipalsi malsyalralkalt dallalm 

proses 

perencalnalaln; (2) Palrtisipalsi 

malsya lralkalt dallalm 

pelalksalnalaln progralm pembalngunaln; 

(3) Palrtisipalsi malsyalralkalt dallalm 

menciptalkaln 

lalpalngaln kerjal; daln (4) Palrtisipalsi 

malsya lralkalt 

dallalm meningkaltkaln kegialtaln usalhal 

ekonomi. 

Penelitial terdalhulu malsallalhnyal 

aldallalh  Rendalhnyal palrtisipalsi 

malsya lralkalt dalpalt terlihalt 

dallalm pelalksalnalaln progralm 

unggulaln pemerintalh 

Kalbupalten Gowal, ya lkni 

progralm Salbtu Bersih daln 

Jum‟alt Ibaldalh. Palrtisipalsi 

malsya lralkalt dallalm pelalksalnalaln 

progralmprogralm pemerintalh 

juga l malsih terbaltals paldal 

keikutsertalaln semaltal, seperti 

dallalm Musyalwalralh 

Perencalnalaln Pembalngunaln 

(Musremba lng) altalu 

Musya lwalralh Desal (Mudes). 

Sedalngkaln malsallalh ya lng 

dibalhals oleh peneliti aldallalh 

kuralngnyal perencalnalaln 

perintalh desal dallalm melalkukaln 

perencalnalaln pembalngunaln. 

Journall of Public 

Policy alnd 

Malnalgement Vol 1 

Nor 1 | Mei 2020 
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3 Perencalnalaln 

Pembalngunaln Di 

Desal Musi Saltu 

Kecalmaltaln Kallongaln 

Kalbupalten Kepulalualn 

Tallalud 

Perencalnalaln pembalngunaln ekonomi 

di desal musi sa ltu sudalh berjallaln 

dengaln balik, terjallin kerjal salmal 

alntalral pemerintalh desa l, tokoh 

algalmal, tokoh a ldalt daln malsya lralkalt 

desal musi sa ltu. Pembalngunaln fisik 

daln sosiall dallalm hall ini peningkaltaln 

kuallitals pendidikaln sudalh berjallaln 

dengaln balik. A lkaln tetalpi kuallitals 

pelalyalnaln kesehaltaln (malntri) daln 

pembalngunaln jallaln berupal 

infralstruktur ja llaln belum berjallaln 

dengaln balik. 

Permalsallalhaln yalng dibalhals 

oleh penelitialn terdalhulu 

aldallalh Keterbaltalsaln yalng 

diallalmi oleh malsyalralkalt desal 

musi saltu ini di perpalralh 

dengaln kondisi salralnal daln 

pralsalralnal yalng malsih minim 

yalkni, Pembalngunaln 

Infralstruktur yalng termalsuk 

kedallalm pembalngunaln Fisik. 

Sedalngkaln permalsallalhaln yalng 

peneliti balhals aldallalh 

kuralngnyal pemalhalmaln 

malsyalralkalt terhaldalp 

pembalngunaln desal. JAlP No. 106 Vol. VII 

2021 

4 

Musyawarah 

perencanaan 

pembangunan desa 

bulo-bulo kecamatan 

arungkeke kabupaten 

jeneponto 

 Penyelenggaraan Musrenbang Desa 

di Desa Bulo-Bulo terdapat faktor 

pendukung dan penghambat 

partisipasi masyarakat. Faktor 

pendukung, yaitu: 

(1) Kesadaran dan kemauan,  

(2) Kemampuan dan kesempatan, 

 (3) Kekerabatan dan kekeluargaan,  

(4) Jenis kelamin dan,  

(5) Tingkat pendidikan 

Peneltian terdahulu membahas 

tentang mendeskripsikan dan 

menganalisis proses 

penyelenggaraan Musrenbang 

Desa di Desa Bulo-Bulo dari 

tahapan Pra Musrenbang Desa 

sampai dengan Pasca 

Musrenbang Desa sedangkan 

penulis membahas tentang 

peran pemerintah desa dalam 

mengikutsertakan 

masyarakatnya pada kegiatan 

musrenbangdes aspirasi 

masyarakat dalam proses 

musrenbangdes. 

JPPM: Journal of 

Public Policy and 

Management e-ISSN: 

2715-2952 Volume 2 

Nomor 1  Mei, 2020 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

2.10 Definisi Konsep 

Definisi konsep dimalksudkaln untuk menciptalkaln kesalmalaln pengertia ln 

daln defenisi sertal menghindalri istilalh-istilalh yalng digunalkaln dallalm judul ini. 

aldalpun definisi konsep jugal dialjukaln sehubungaln dengaln ini. 

Untuk memudalhkaln daln melalkukaln penelitialn untuk menghilalngka ln 

kesallalhpalhalmaln dallalm penelitialn ini, malkal peneliti perlu untuk mengidentifikalsi 

altalu mendefinisikaln konsep-konsep sebalgali berikut: 

1. Pembalngunaln  

Pembalngunaln aldallalh perubalhaln dallalm alrti mewujudkaln sua ltu kondisi kehidupa ln 

bernegalral daln bermalsya lralkalt yalng lebih ba lik dalri kondisi seka lralng. 

Pembalngunaln aldallalh pertumbuha ln yalng dima lksud aldallalh kema lmpualn sua ltu 

negalral untuk terus selallu berkembalng balik secalral kuallita ltif malupun secalra l 

kualntitaltif. Pembalngunaln aldallalh ralngkalialn usalhal yalng secalral saldalr dilalkukaln da ln 

sualtu rencalnal ya lng disusun dengaln teralralh. Kemudialn pemba lngunaln aldallalh cital-

cital alkhir dalri perjualngaln negalral altalupun balngsal. 

2. Pembalngunaln Desal  

Tujualn pembalngunaln desal aldallalh untuk meningkaltkaln kesejalhteralaln malsyalralkalt 

perdesalaln daln kua llitals hidup malsya lralkalt sertal penalnggulalngaln kemiskina ln 

melallui pemenuhaln kebutuha ln dalsalr, pengembalngaln sa lralnal daln pralsalralnal desa l, 

pengembalngaln potensi ekonomi ma lsyalralkalt setempalt sertal pemalnfalaltaln sumber 

dalya l allalm daln lingkungaln secalral berkelalnjutaln. 

3. Otonomi Desal  



44 
 

 
 

Otonomi Desal merupalkaln halk daln wewenalng pemerintalh desal dallalm pengaltura ln 

daln pengurusaln malsyalralkalt setempalt berdalsalrkaln paldal halk daln nilali-nilali 

sosbud(sosiall budalya l) ya lng terkalndung didallalm malsyalralkalt, tetalpi halrus 

dilalksalnalkaln dalri sudut palndalng aldministralsi pemerintalh Negalral ya lng selallu 

diperbalrui. 

2.11 Konsep Operasional 

Operalsionall aldallalh konsep ya lng bersifalt albstralk untuk memuda lhka ln 

pengukuraln sua ltu va lrialbel, sehinggal melallui pengukuraln yalng da lpalt diketalhui 

indikaltor-indikaltor sebalgali pendukung valrialbel tersebut 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Analisis Perencanaan 

Pembangunan Melalui 

Kegiatan 

MusrenbangDES Di 

Desa Koto Baru 

Kecamatan Singingi 

Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

1. Pendataan Desa a. Jumlah penduduk. 

b. Jumlah pendidikan. 

c. Status desa  

 2.Prencanaan Pembangunan 

Desa 

a. Pelaksanaan rencana 

pembangunan desa. 

b. Partisipasi masyarakat 

dalam  musrenbang 

desa. 

c. Pelaksanaan 

musrenbang desa. 

 3. Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

a. Rencana 

pembangunan 

dilaksanakan dengan 

baik. 

b. Pelaksanaa  rencana 

pembangunan di 
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kendalikan dengan 

sebaik mungkin 

c. Membuat rencana 

pembangunan dengan 

cepat. 

 4. Pertanggungjawaban 

Pembangunan Desa 

a. Penetapan rencana 

pembangunan. 

b. Perencanaan 

pembangunan dari 

keputusan bersama. 

c. Pelaksanaan 

pembangunan siap 

pada waktunya. 

Sumber: Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
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2.12 Kerangka Berpikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Perencanaan Pembangunan Melalui Kegiatan 

MusrenbangDES Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

Pendataan Desa 

Perencanaan Pembangunan Desa 

Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Pertanggungjawaban Pembangunan Desa  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

  Dallalm penulisaln proposall ini, penulis melalkukalkaln penelitialn di 

Kalbupalten Kualntaln Singingi paldal Kecalmaltaln Singingi Hilir  Desal Koto Balru. 

Allalsaln mengalpal penulis memilih daleralh ini sebalgali lokalsi penelitialn dengaln 

melihalt kenyaltalaln dilalpalngaln daln melihalt aldalnyal kecenderungaln balhwal 

perencalnalaln pembalngunaln tidalk sepenuhnyal terlalksalnal paldal pembalngunaln di 

desal Koto Balru. Penelitialn ini dilalkukaln bulaln September 2022 daln direncalnalkaln 

alkaln selesali paldal bulaln Desember 2022. 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Penelitialn ini menggunalkaln penelitialn kuallitaltif deskriptif sebalgali 

metodenyal. Talnpal membualt perbalndingaln altalu mengikalt saltu valrialbel dengaln 

valrialbel lalinnyal, penelitialn deskriptif berusalhal untuk menentukaln nilali dalri 

valrialbel independen balik saltu altalu lebih (Independen). 

Definisi ini berkalitaln dengaln penelitialn deskriptif, yalitu penelitialn yalng 

bertujualn untuk menjalwalb pertalnyalaln dengaln memberikaln galmbalraln yalng lebih 

mendallalm tentalng sualtu gejallal altalu fenomenal mengenali perencalnalaln 

pembalngunaln desal di Desal Koto Balru  berdalsalrkaln falktal yalng ditemukaln 

dilalpalngaln. 
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3.2.2  Sumber Data 

Sumber daltal merupalkaln balgialn penting dalri penelitialn iallalh untuk 

mendalpaltkaln informalsi yalng dalpalt ditemukaln relevaln daln lengkalp. Aldalpun jenis 

daln sumber daltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh sebalgali berikut: 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2018:456) Daltal primer yalitu daltal yalng lalngsung 

memberikaln daltal kepaldal pengumpul daltal. Daltal dikumpulkaln sendiri oleh peneliti 

lalngsung dalri sumber pertalmal altalu tempalt objek penelitialn dilalkukaln.Daltal primer 

jugal disebut daltal alsli altalu daltal primer paldal penelitialn walwalncalral kepaldal Kepallal 

Desal Koto Balru digunalkaln untuk mengumpulkaln daltal primer untuk penelitialn ini.  

2. Data Sekunder 

Sugiyono menegalskaln (2018:456) Daltal sekunder aldallalh informalsi yalng tidalk 

diberikaln secalral lalngsung kepaldal pengumpul daltal, seperti melallui dokumen altalu 

individu lalin. Undalng-undalng Ketenalgalkerjalaln, buku, jurnall, daln alrtikel yalng 

berkalitaln dengaln topik penelitialn mengenali sistem pengendallialn intern altals 

sistem daln prosedur penggaljialn dallalm upalyal mendukung efisiensi bialyal tenalgal 

kerjal menjaldi sumber daltal sekunder penelitialn ini. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk lebih spesifik mendalpaltkaln informalsi penting sebalgali balhaln 

penelitialn, penulis mengumpulkaln informalsi dalri lalpalngaln dengaln menggunalkaln 

beberalpal metode pengumpulaln informalsi, yalitu: 

1. Observasi 
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Teknik observalsi aldallalh sallalh saltu metode yalng dalpalt digunalkaln untuk 

mengungkalpkaln altalu menyembunyikaln perilalku nonverball. Sugiyono 

menegalskaln (2018:229) Observalsi aldallalh sualtu metode pengumpulaln daltal yalng 

memiliki ciri-ciri tertentu dibalndingkaln dengaln metode lalinnyal. Metode 

pengumpulaln daltal ini digunalkaln penulis kalrenal penelitialn tentalng perilalku 

malnusial memerlukaln pengalmaltaln lalngsung. 

2. Wawancara 

Sallalh saltu calral yalng digunalkaln untuk mengumpulkaln daltal penelitialn aldallalh 

dengaln melalkukaln walwalncalral. Untuk mengumpulkaln informalsi dalri informaln 

yalng relevaln, walwalncalral melibaltkaln komunikalsi dual alralh. Yusuf(2014: 372), 

sebalgalimalnal dilalnsir dallalm Walwalncalral aldallalh sualtu peristiwal altalu proses di 

malnal pewalwalncalral daln oralng yalng memberi informalsi altalu yalng diwalwalncalrali 

berbicalral lalngsung saltu salmal lalin altalu mengaljukaln pertalnyalaln tentalng subjek 

penelitialn. Walwalncalral digunalkaln sebalgali metode pengumpulaln daltal ketikal 

peneliti ingin melalkukaln studi pendalhulualn untuk mengidentifikalsi malsallalh yalng 

halrus diselidiki daln ketikal peneliti menginginkaln informalsi mendallalm dalri 

responden dengaln jumlalh talnggalpaln yalng sedikit altalu tidalk signifikaln (Sugiono: 

2011: 157 ) Responden penelitialn ditalnyalkaln lalngsung paldal salalt walwalncalral yalng 

dilalkukaln untuk penelitialn. 

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentalsi aldallalh sualtu calral yalng 

digunalkaln untuk memperoleh daltal daln informalsi dallalm bentuk buku, alrsip, 
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dokumen, tulisaln alngkal daln galmbalr yalng berupal lalporaln sertal keteralngaln yalng 

dalpalt mendukung penelitialn 

3.4  Informan Penelitian 

Informaln penelitialn merupalkaln subyek yalng digunalkaln sebalgali sumber daltal 

yalng diperoleh dallalm penelitialn 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Jalbaltaln Jumlalh (Oralng) 

1 Kepallal Desal Koto Balru 1 Oralng 

2 Pegalwali kalntor desal Koto Balru 1 Oralng 

3 Malsyalralkalt  5 Oralng 

        Jumlalh 7 Oralng  

 Sumber: Data Olahan Tahun 2022 

3.5 Teknik Analisa Data 

 Fokus utalmal penelitialn kuallitaltif aldallalh paldal peristiwal yalng terjaldi dallalm 

situalsi solusi. Penelitialn mengunjungi lokalsi itu, mempelaljalri situalsinyal, daln 

menyelidikinyal. Peneliti mengalmalti, merekalm, mengaljukaln pertalnyalaln, daln 

melihalt ke sumber yalng eralt kalitalnnyal dengaln interalksi yalng terjaldi di tempalt 

kejaldialn selalmal penelitialn berlalngsung. Setelalh itu, halsil yalng diperoleh segeral 

dikompilalsi. Paldal prinsipnyal, tidalk mungkin memisalhkaln alpal yalng dialmalti dalri 

lingkungaln tempalt perilalku itu berlalngsung Untuk mengetalhui balgalimalnal 

perencalnalaln pembalngunaln desal di desal Koto Balru, peneliti menggunalkaln metode 

alnallisal kuallitaltif.  
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Alnallisis daltal menurut Sugiyono (2018:482) aldallalh proses mencalri daln 

menyusun secalral sistemaltis daltal yalng diperoleh dalri halsil walwalncalral, caltaltaln 

lalpalngaln daln dokumentalsi, dengaln calral mengorgalnisalsikaln daltal ke dallalm 

kaltegori, menjalbalrkaln ke dallalm unit-unit, melalkukaln sintesal, menyusun ke dallalm 

polal, memilih malnal yalng penting daln yalng alkaln dipelaljalri, daln membualt 

kesimpulaln sehinggal mudalh dipalhalmi oleh diri sendiri malupun oralng lalin. 

Metode ini menggunalkaln metode kuallitaltif, sedalngkaln pendekaltaln deskriptif 

digunalkaln. Alnallisis daltal merupalkaln balgialn dalri pendekaltaln deskriptif. Metode ini 

meliputi pengumpulaln daltal, pengorgalnisalsialn daltal, kemudialn penyaljialn daltal 

observalsi tersebut algalr pihalk lalin dalpalt dengaln mudalh mendalpaltkaln galmbalraln 

tentalng objek yalng diteliti. 

1. Daltal Reduction (Reduksi Daltal) 

Mereduksi daltal yalitu meringkals, memilih poin terpenting, fokus paldal 

pertalnyalaln, temal, daln polal penting. Daltal yalng direduksi dengaln demikialn 

memberikaln galmbalraln yalng lebih jelals daln memudalhkaln peneliti untuk 

mengumpulkaln daltal daln mencalrinyal bilal diperlukaln.  

2. Daltal Displaly (Penyaljialn Daltal). 

Dallalm penelitialn kuallitaltif,penyaljialn daltal dalpalt berupal deskripsi singkalt, 

dialgralm, hubungaln alntalr kaltegori, flowchalrt, daln sejenisnyal. Dallalm penelitialn 

kuallitaltif, teks nalraltif palling sering digunalkaln untuk menyaljikaln daltal. Melihalt 

daltal memudalhkaln untuk memalhalmi alpal yalng terjaldi daln merencalnalkaln pekerjalaln 

lebih lalnjut berdalsalrkaln pemalhalmaln tersebut. 

3. Conclusing Dralwing Verivicaltion ( Menarik Kesimpulaln) 
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Lalngkalh ketigal dallalm alnallisis daltal kuallitaltif aldallalh menalrik daln 

memverifikalsi kesimpulaln. Kesimpulaln alwall yalng disaljikaln malsih bersifalt alwall 

daln alkaln berubalh kecualli ditemukaln bukti kualt untuk talhalp pengumpulaln daltal 

selalnjutnyal. Talpi ketikal kesimpulaln alwall didukung oleh bukti yalng vallid daln 

konsisten, itu aldallalh kesimpulaln yalng malsuk alkall(kredibel). 

Oleh kalrenal itu, kesimpulaln penelitialn kuallitaltif dalpalt merumuskaln 

malsallalh yalng dialjukaln sejalk alwall, tetalpi mungkin tidalk kalrenal sudalh dikaltalkaln 

balhwal malsallalh daln rumusaln malsallalh dallalm penelitialn kuallitaltif malsih bersifalt 

sementalral daln mengembalngkaln penelitialn selalnjutnyal yalng aldal di lalpalngaln.
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Kuantan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0º00'-1º00' Lintang Selatan 

dan 101º02'-101º55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan 

ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut.  Kabupaten Kuantan 

Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu 

yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara 

Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru 

adalah 160 km.  Batas wilayah administrasi  Kabupaten Kuantan Singingi adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi 

Riau. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. 

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, 

yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat.  Secara
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administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 

218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan 

Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk 

Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah 

Kecamatan Singingi Hilir (981,31 km2). 

4.2 Sejarah Kecamatan Singingi Hilir  

Kecamatan Singingi Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Kuantan Singingi, luas wilayahnya 1.530,97 km2 atau. sekitar 20% dari 

keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi dengan pusat pemerintahan 

Kecamatan Singingi Hilir berada di Desa Koto Baru. Di Kecamatan Singingi Hilir 

ada beberapa desa yaitu Desa Petai, Desa Sungai Buluh, Desa Simpang Raya, 

Desa Koto Baru, Desa Somber Jaya, Desa Suka Damai, Desa Myara Bahan, Desa 

Bukit Raya, Desa Beringin Jaya, Desa Sukamaju, Desa Sungai Paku dan Desa 

Tanjung Pauh. Sampai dengan tahun 2001, kecamatan ini masih berstatus sebagai 

kecamatan pembantu dan termasuk daerah yang berada di bawah Kecamatan 

Singingi. Meskipun sudah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara sendiri, 

akan tetapi mengenai data kecamatan sebagian masih tergabung dengan data 

kecamatan induk. Ibukota Kecamatan Singingi Hilir berada di Kota Baru, dengan 

luas wilayah 1.530,97 km2 atau sekitar 20% dari keseluruhan luas Kabupaten 

'Kuantan Singingi. Wilayah administratif terdiri dari 12 desa. 

 



55 
 

 
 

4.3 Sejarah Desa Koto Baru 

Desa Koto Baru adalah desa yang terletak di kecamatan singingi hilir 

kabupaten kuantan singingi. Sebelum menjadi desa Koto Baru, desa ini awalnya 

adalah Desa Koto Lamo yang penduduk nya pindah ke tempat yang mulanya 

berada di pinggir sungai ke tempat yang dekat dengan jalan raya. Perekonomian 

di desa koto baru bisa dibilang memadai karena masyarakat disana kebanyakan 

berprofesi sebagai petani sawit ada juga sebagai Pedangang, PNS dan lain 

sebagainya, 

4.4 Profil Desa Koto Baru 

Visi desa Koto Baru:  

1. Unggul adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat 

kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata. 

2. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur yang tidak 

lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib, dan 

harmonis. 

3. Agamis adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun dan 

damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

Misi desa Koto Baru: 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan 

pelayanan publik yang prima; 
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2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif; 

3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya 

saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan 

pariwisata; 

4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata 

ruang yang berwawasan lingkungan; 

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata; 

6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai 

budaya. 
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4.5 Struktur Organisasi Desa Koto Baru  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA KOTO BARU 

Rabes Nur Habibie 

 

SEKRETARIS DESA 

Erwan 

KASI 

KESEJAHTERAAN 

DAN PELAYANAN 

Anderson 

KASI 

PEMERINTAHAN 

Almahendra 

KAUR UMUM 

DAN 

PERENCANAAN 

Eri Yendra 

KAUR 

KEUANGAN 

Rani Patria 

KEPALA DUSUN 

KOTO SIMPANG 

Lubis 

KEPALA DUSUN 

SUNGAI NAGO 

Ruslan, SE 

RW 1 

Mu‟azzin 

RW 2 

Lukman hakim 

RW 3 

Yumardis 

RW 4 

Yusrizal 

RT 1 

Marzuki 

RT 2 

Dedi 

RT 3 

Al Insan 

RT 4 

Yaumil 

RT 5 

Mastur 

RT 6 

Abd Wazir 

RT 7 

Eko  

RT 8 

Abasri 

RT 9 

Seven 

RT10 

Amin 

RT 11 

Parlin 

RT 12 

Saharman 

RT 13 

Syahrul 

RT 14 

Aprizon 

RT 15 

Iwan 
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Sumber: Kantor Desa Koto Baru tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATOR DESA 

Andika Rusva P, S. IP 

STAF 

Mayresti 

STAF 

Meri Astafia 
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Adapun uraian mengenai tugas dan fungsi pengelola Desa tersebut di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepala Desa 

1) Kepala  Desa  berkedudukan  sebagai  Kepala  Pemerintah  Desa  yang 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

2) Kepada  Desa  bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan  Desa 

melaksanakan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan 

pemberdayaan masyarakat. 

3) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2  

Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan  pemerintahan  Desa  seperti  Tata  Praja 

Pemerintahan, Penetapan Peraturan di Desa pembinaan masalah 

upaya perlindungan  masyarakat,  administrasi  kependudukan,  dan  

penataan pengelola wilayah. 

b. Melaksanakan pembangunan seperti: Sarana dan Prasarana perdesaan 

dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. 

c. Pembinaan  kemasyarakatan  seperti:  Pelaksanaan  hak  &  

kewajiban keagamaan dan ketenaga kerjaan.  

d. Pemberdayaan  masyarakat  seperti  tugas  sosial  dan  motivasi 

masyarakat dibidang budaya, ekonomi dan politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna. 

e. Menjaga  hubungan  kemitraan  dengan  lembaga  masyarakat  dan 

lembaga lainnya. 



60 
 

 
 

2. Sekretaris Desa 

1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan secretariat Desa. 

2) Sekretaris  Desa  bertugas  membantu  Kepala  Desa  dalam  bidang 

administrasi pemerintahan. 

3) Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  2, 

sekretaris Desa mempunyai fungsi: 

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi, 

surat-menyurat, arsip dan ekspedisi. 

b. Melaksanakan  urusan  umum  seperti  penataan  administrasi  

perangkat Desa,  penyediaan  prasarana  perangkat  Desa  dan  kantor,  

penyiapan rapat,  pengadministrasian  asset,  inventarisasi,  perjalanan  

dinas  dan pelayanan umum. 

c. Melaksanakan  urusan  keuangan  seperti  pengurusan  administrasi 

keuangan,  administrasi  sumber-sumber  pendapatan  dan  

pengeluaran, Verifikasi administrasi  keuangan  dan  administrasi  

penghasilan  Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga 

pemerintahan lainnya. 

d. Melaksanakan  urusan  perencanaan  seperti:  menyusun  rencana 

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  menginventarisir  data-

data dalam  rangka  pembangunan,  melakukan  monitoring  dan  

evaluasi program serta penyusunan laporan. 

3. Kaur Keuangan 
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a. Memiliki  fungsi  seperti  melaksanakan  urusan  keuangan,  seperti 

pengurusan  administrasi  keuangan,  administrasi  sumber-sumber 

pendapatan  dan  pengeluaran,  verifikasi  administrasi  keuangan  dan 

administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan lembaga 

pemerintahan Desa lainnya. 

4. Kaur Umum dan Perencanaan 

a. Memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti: Penyusunan 

rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  menginventarisir  

datadata  dalam  rangka  pembangunan,  melakukan  monitoring  dan  

evaluasi program,  serta  menyusun  laporan,  penataan  kearsipan,  tata  

naskah, penyediaan sarana dan prasarana perangkat, pengarsipan asset, 

inventarisir perjalanan dinas dan penyiapan rapat. 

5. Kaur Pemerintahan 

a. Memiliki  fungsi  melaksanakan  manajemen  tata  praja  pemerintahan, 

menyusun  rencana  regulasi  Desa,  pembinaan  masalah  pertanahan, 

pembinaan  ketentraman  dan  ketertiban,  pelaksanaan  upaya  perlindungan 

masyarakat,  kependudukan,  penataan  dan  pengelolaan  wilayah,  serta 

pendataan dan pengelolaan profil Desa. 

6. Kaur Kesejahteraan 

a. Mempunyai  fungsi  melaksanakan  pembangunan  sarana  dan  prasarana 

perdesaan, membangun bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi 

serta motivasi masyarakat di bidang budaya, konomi, politik, l;ingkungan 

hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan olah raga, dan karang taruna. 
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7. Kaur Pelayanan 

a. Memiliki  fungsi  melaksanakan  penyuluhan  dan  motivasi  terhadap 

pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  masyarakat,  meningkatkan  upaya 

partisipasi  masyarakat,  pelestarian  nilai  sosial  budaya  masyarakat, 

keagamaan, dan ketenaga kerjaan. 

Tugas Kepala Desa Koto Baru berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa.  

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  Kepala Desa 

berwenang:  

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. 

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. 

d. Menetapkan Peraturan Desa. 

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

f. Membina kehidupan masyarakat Desa. 

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.  

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya 

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat Desa.  

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa. 
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j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. 

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. 

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna. 

m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif. 

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa. 

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan 

Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan 

RPJMDesa.  

2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,dan 

unsur masyarakat.  

3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:  

a. tokoh adat  

b. tokoh agama  

c. tokoh masyarakat  

d. tokoh pendidikan  

e. perwakilan kelompok tani  

f. perwakilan kelompok nelayan  

g. perwakilan kelompok perajin 

h. perwakilan kelompok perempuan  

i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil wawancara dan temuan serta pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta 

memberikan saran-saran yang diharapkan yang mampu mendatangkan manfaat 

bagi masyarakat dan pemerintah desa dala melakukan pembangunan dan 

mensejahterakan masyarakat desa. 

 Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui MusrenbangDES Di Desa Koto 

Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang 

baik. Hal ini dikarenakan pemerintah desa masih kurang memberikan ruang 

untuk masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbangDes, dengan 

diadakan kegiatan musrenbangDes masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam 

perencanaan pembangunan di desa Koto Baru dan hanya sebagian masyarakat 

saja yang ikut berpartisipasi, itupun yang ikut kebanyakan hanya perwakilan 

dari masyarakat saja dan masyarakat hanya menerima saja apa keputusan 

dalam kegiatan musrenbangDes tersebut. 

2. Faktor penghambat Perencanaan Pembangunan Melalui MusrenbangDES 

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi 

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yakni pemerintah
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3. kurang memberikan keluasan bagi  masyarakat  dalam  berpartisipasi untuk 

musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) DES dan juga inisiatif 

masyarakat pun kurang dalam perencanaan pembangunan tersebut. 

Masyarakat hanya sekedar menerima hasil keputusan dari kegiatan 

musrenbangDES yang telah di adakan, Partisipasi dari masyarakat  Desa  

cenderung  bersikap  pasif,  masyarakat  bersikap  menerima saja apa  yang 

diberikan pemerintah tanpa mengkritik ataupun memberi usulan sesuai 

kebutuhannya sendiri. Maka dari itu partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan tersebut masih belum baik. Dan juga 

pembangunan yang akan laksanakan tidak sesuai itu dikarenakan biaya atau 

anggaran yang telah di perkirakan sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang 

telah rencanakan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti memiliki beberapa 

saran  yang  diharapkan  bisa  menjadi  bahan  evaluasi  bagi  pemerintah  Desa  

dan masyarakat di desa koto baru terutama pada pembangunan yang ada di desa 

tersebut.  

1. Diharapkan  kepada pemerintah memberikan keluasan kepada masyarakat 

akan ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa 

tersebut. Kemudian diharapkan kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan 

musrenbangdes, dengan itu  desa tidak hanya mengikutsertakan sedikit dari 
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masyarakat saja karena pemerintah desa kurang memberi ruang kepada 

masyrakat untuk bisa ikut dalam kegiatan musrenbangDES.  

2. Bagi  masyarakat  Desa  Koto Baru  diharapkan  juga  dapat  berpartisipasi  

ketika ikut dalam kegiatan musrenbangDES dan  tidak  hanya  menerima  

hasil keputusan saja. Tetapi  juga harus menyampaikan aspirasinya. Sehingga 

hasil akhirnya  pun dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan kebutuhan 

masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat pemerintah desa bisa tau 

apa saja pembangunan yang diinginkan oleh mansyarakat itu sendiri dan tidak 

hanya menerima keputusan yang telah dibuat saja. Dan juga kepada 

pemerintah desa memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk mengikuti 

acara musrenbang des. 
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1. Bagaimana sejarah musrenbang desa di desa koto baru kecamatan singingi 

hilir kabupaten kuantan singingi? 

2. Sejak kapan anggaran dana desa (DD) itu mulai ada di desa koto baru 

yang bersumber dari APBD(anggaran pendapatan belanja daerah)? 

3. Dari mana saja sumber pendapatan dana desa(DD) selain dari APBD? 

 

A. PENDATAAN DESA 

1. Berapa banyak penduduk di desa Koto Baru ? 

2. Apakah pendidikan di desa Koto Baru sudah memadai? 

3. Bagaimana status desa di desa Koto Baru, apakah sudah maju atau 

masih berkembang? 

 

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

1. Bagaimana supaya pembangunan di Koto Baru ini terjamin 

pelaksanaannya ? 

2. Apakah masyarakat juga turut berpartisipasi dalam kegiatan rapat 

musrenbangdes? 

3. Setiap berapa kali diadakannya kegiatan musrenbangdes? 

 

C. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 
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3. Bagaimana upaya pemerintah desa supaya tidak terburu-buru dalam 

membuat rencana pembangunan di desa tersebut? 

 

D. PERTANGGUNGJAWABAN PEMBANGUNAN DESA 
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